KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMCR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041

%Qm wor TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
ki LAMAN www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id
Nomor : B.718/DJPT.5/TU.330/1X/2025 8 September 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Dua halaman
Hal : Undangan

Yth. (Daftar terlampir)

Dalam rangka penguatan tata kelola perikanan tangkap nasional serta optimalisasi
penerimaan negara dari sumber daya alam perikanan di Provinsi Jawa Timur,
Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Perhubungan dan
Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Bareskrim Mabes Polri berencana akan
melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Terkait dengan hal tersebut serta menyusuli surat nomor:
B.1056/DJPT/TU.330/1X/2025 tanggal 4 September 2025 hal Undangan, bersama ini
kami sampaikan perubahan agenda audiensi dimaksud sebagai berikut

semula :

hari, tanggal : Selasa, 9 September 2025

waktu : pukul 13.00 WIB s.d. selesai

tempat :  Kantor Gubernur Jawa Timur
JIn. Pahlawan No.110, Alun-alun Contong
Kecamatan Bubutan, Surabaya

menjadi :

hari, tanggal : Rabu, 10 September 2025

waktu . pukul 15.00 WIB s.d. selesai

tempat : Kantor Gubernur Jawa Timur

JIn. Pahlawan No.110, Alun-alun Contong
Kecamatan Bubutan, Surabaya

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Saudara turut hadir pada
agenda dimaksud. Narahubung panitia Sdr. Lili Widodo (nomor WA 081251711450)

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Usaha Penangkapan lkan,

Ukon Ahmad Furkon
Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Lampiran Surat Undangan

Nomor :B.718/DJPT.5/TU.330/1X/2025

Tanggal :8 September 2025

DAFTAR UNDANGAN

Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara,

Bareskrim Mabes Polri

Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan

Awak Kapal Perikanan
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa

Timur

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban

Direktur Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

. Inspektur Il

. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

. Direktur Pengelolaan Sumber Daya lkan

. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan lkan
. Direktur Kepelabuhanan Perikanan

. Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

. Direktur Pengendalian Operasi Armada

. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan

. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

. Kepala Pangkalan PSDKP Benoa

. Kepala Stasiun PSDKP Cilacap

. Kepala Satuan PSDKP Banyuwangi

. Kepala Satuan PSDKP Probolinggo

. Kepala Satuan PSDKP Surabaya

. Kepala Satuan PSDKP Lamongan

. Kepala Satuan PSDKP Malang

. Kepala Satuan PSDKP Trenggalek

. Kepala KSOP Utama Tanjung Perak Surabaya

. Kepala KSOP Kelas Il Gresik

. Kepala KSOP Kelas Il Tanjung Wangi, Banyuwangi
. Kepala KSOP Kelas Il Tanjung Pakis, Lamongan

. Kepala KSOP Kelas IV Probolinggo

. Kepala KSOP Kelas IV Kalianget, Sumenep

. Kepala KSOP Kelas IV Panarukan, Situbondo

. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Il Branta Pesisir, Pamekasan
. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Ill Telaga Biru, Bangkalan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Direktur/ Ketua Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI)
Direktur/ Ketua Yayasan Marine Stewardship Council (MSC)

Direktur/ Ketua Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)
Direktur/ Ketua Yayasan WWF

Direktur/ Ketua Yayasan Indonesia Tuna Consortium

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Usaha Penangkapan Ikan,

Ukon Ahmad Furkon

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.qgo.id SUREL djpt@kkp.go.id

Nomor : 2166/DJPT.1/TU.330/VIII/2025 29 Agustus 2025
Sifat : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal : Undangan Verifikasi/ Pendampingan Penyusunan RKBMN Tahun

Anggaran 2027

Yth. (daftar terlampir)
di tempat

Menindaklanjuti memorandum Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor
2032/SJ4.2/TU.210/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 hal laporan kegiatan persiapan
penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Kementerian Kelautan
dan Perikanan Tahun 2027. dan sehubungan Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Nomor S-90/KN/KN.2/2025 tanggal 05 Agustus 2025 hal pemberitahuan terkait
penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027
untuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), bersama kami
mengundang bapak/ibu yang menangani RKBMN untuk dapat mengikuti penyusunan
RKBMN Tahun Anggaran 2027, yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Senin s.d Kamis, 01 — 04 September 2025
waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
tempat . Daring

https://us02web.zoom.us/j/813251328437pwd=2ji4uwF3I1UXId3HQA3
BX61u7dwQQjs.1
Meeting ID: 813 2513 2843 Passcode: kkp

acara :  Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA.
2027

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. PIt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap,

Ridwan Mulyana

Tembusan:
1. Inspektur Il, ltjen KKP;
2. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Sekjen KKP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara el ektrontk menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara


http://www.kkp.go.id/
mailto:djpt@kkp.go.id
https://us02web.zoom.us/j/81325132843?pwd=2ji4uwF3IUXId3HQd3BX61u7dwQ0js.1
https://us02web.zoom.us/j/81325132843?pwd=2ji4uwF3IUXId3HQd3BX61u7dwQ0js.1

CoNoOaR~LN -

Lampiran Surat Undangan
Nomor : 2166/DJPT.1/TU.330/VIII/2025
Tanggal : 29 Agustus 2025

DAFTAR UNDANGAN

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Direktur Pengelolaan Sumber Daya lkan

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan lkan

Direktur Kepelabuhanan Perikanan

Direktur Usaha Penangkapan lkan

Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang

Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon

. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat

. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga

. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual

. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan

. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan
. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat

. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang

. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

a.n. PlIt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan

Tangkap,

Ridwan Mulyana

Dokumen ini telah ditandatangani secara el ektromik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



TENTATIVE SUSUNAN ACARA
Penyusunan Rencana Kerja Barang Milik Negara TA. 2027
Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

No. | Hari/Tanggal | Waktu (WIB) Materi Keterangan
1. Senin, 10.00 Acara Pembukanan
01 Sep 2025 Penyusunan RKBMN TA. 2027
10.30- 12.00 | Asistensi, Reviu dan Penelitian | Break Room 1.2.3.4.
Penyusunan RKBMN TA. 2027
12.00 - 13.00 Ishoma
13.00 - 15.00 | Asistensi, Reviu dan Penelitian | Break Room 1.2.3.4.
Penyusunan RKBMN TA. 2027
2. Selasa, 08.00 - 12.00 | Asistensi, Reviu dan Penelitian | Break Room 1.2.3.4.
02 Sep 2025 Penyusunan RKBMN TA. 2027
12.00 - 13.00 Ishoma
13.00 - 15.00 Asistensi, Reviu dan Penelitian | Break Room 1.2.3.4.
Penyusunan RKBMN TA. 2027
3. Rabu, 08.00 - 12.00 Asistensi, Reviu dan Penelitian | Break Room 1.2.3.4.
03 Sep 2025 Penyusunan RKBMN TA. 2027
12.00 - 13.00 Ishoma
13.00 - 15.00 | Asistensi, Reviu dan Penelitian | Break Room 1.2.3.4.
Penyusunan RKBMN TA. 2027
4, Kamis 08.00 - 12.00 | Asistensi, Reviu dan Penelitian | Break Room 1.2.3.4.
04 Sep 2025 Penyusunan RKBMN TA. 2027
12.00 - 13.00 Ishoma
13.00 - 15.00 Asistensi, Reviu dan Penelitian | Break Room 1.2.3.4.
Penyusunan RKBMN TA. 2027
15.00 Laporan dan Penutupan

Dokumen ini telah ditandatangani secara el ektrordk menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara




PEMBAGIAN BREAK ROOM LINK ZOOM VERIFIKASI

. PPN Kwandang
. PPP Teluk Batang

No | Room | Verifikator/Pendamping Satker Keterangan
1. 1 1. Minhadi Noer Sjamsu 1. Sekretariat DJPT -
1. ltjen |l 2. Dit. PSDI
2. Biro Keuangan dan BMN | 3. Dit. KP
4. Dit. KAPI
5. Dit. PPN
2. 2 1. A. Gunadi 1. PPS Bungus -
2. ltien ll 2. PPS Belawan
3. Biro Keuangan dan BMN | 3. PPN Sibolga
4. PPN Sungailiat
5. PPN Tanjung Pandan
6. PPN Karangantu
7. PPN Palabuhanratu
3. 3 1. Rozikin 1. PPSNZJ -
2. ltjen 1l 2. PPS Cilacap
3. Biro Keuangan dan BMN | 3. PPN Kejawanan
4. PPN PPekalongan
5. BBPI
6. PPN Prigi
7. PPN Brondong
8. PPN Pengambengan
4. 4 1. Titik Ismilarni 1. PPN Ambon -
2. ltien ll 2. PPN Ternate
3. Biro Keuangan 3. PPS Bitung
4. PPS Kendari
5. PPN Pemangkat
6. PPN Tual
7
8

a.n.

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan

Tangkap,

Ridwan Mulyana

Dokumen ini telah ditandatangani secara el ektrorfik menggunakan sertifikat elektronik yang telah

diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara




KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG

NOTA DINAS
NOMOR 41/PPNBR/OT.710/1X/2025
Yth. :  Pegawai PPN Brondong
Dari . Kepala Pelabuhan
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Jam Pelayanan dan Tata Tertib Petugas Pelayanan
Tanggal . 2 September 2025

Memperhatikan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik guna
menciptakan pelayanan publik yang prima di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara
Brondong, dengan ini diinstruksikan kepada pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara
Brondong yang melaksanakan pelayanan publik agar mematuhi dan mempedomani jam

pelayanan dan tata tertib petugas pelayanan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Nur Alimin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Lampiran 1.

JAM PELAYANAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA

BRONDONG
Lokasi Nama Pelayanan Waktu/Jam Pelayanan
Ruang 1. Penerbitan Persetujuan Senin — Kamis
Pelayanan Berlayar Pukul 08.00 — 16.00 WIB
Terpadu 2. Penerbitan STBLK Penerimaan dokumen paling lambat
3. Penerbitan SHTI 15.00 WIB
(Pelayanan 4. Penggunaan Tanah dan
Administrasi) Bangunan Jumat
5. Tambat Labuh dan Kebersihan | Pukul 08.00 — 16.30 WIB
Kolam Penerimaan dokumen paling lambat
6. Pengadaan Air dan 15.30 WIB

Pemakaian Listrik
7. Penerbitan Billing dan

Asistensi PNBP SDA Sabtu, Minggu dan Hari Libur
Perikanan Pukul 08.00 — 12.00 WIB

8. Klarifikasi dan Penagihan Penerimaan dokumen paling lambat
PNBP SDA Perikanan 11.00 WIB

9. Costumer Service,Konsultasi
Perijinan, dan Pengaduan

(Offline)

Pos Lapor Kedatangan dan Sandar Senin - Minggu
Kedatangan Kapal Perikanan Jam 05.00 s.d 17.00 WIB dan
Kapal (PPDI) Jam 20.00 s.d 05.00 WIB

1. Pertolongan Kapal Perikanan | Senin - Minggu 24 Jam
Pelayanan 2. Konsultasi dan Pengaduan
Lainnya Online

1. Pengisian air di atas kapal Senin — Minggu

2. Cold Storage Pukul 07.30 — 16.00 WIB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara




Lampiran 2.

TATA TERTIB PETUGAS PELAYANAN

1. Memberikan pelayanan barang, jasa, administrasi, konsultasi dan palayanan lainnya
kepada stakeholder secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP);

2. Menerapkan pelayanan prima yang bebas dari Gratifikasi dan Bebas Benturan
Kepentingan;

3. Melakukan pengendalian kualitas proses pelayanan melalui pengisian, monitoring, dan
evaluasi kartu kendali pada setiap pelayanan yang diberikan;

4. Melaksanakan Budaya 5 S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan, dan Santun) dan Budaya 5
R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) dalam setiap memberikan pelayanan;

5. Mengarsipkan semua produk layanan dan menyimpan secara rapi;
6. Petugas pelayanan paling lambat datang 5 (lima) menit sebelum jam pelayanan dimulai;

7. Memakai atribut petugas pelayanan dengan ketentuan:
a. Hari Senin — Jumat menggunakan pakaian sesuai hari kerja

b. Hari Sabtu, Minggu, dan Hari Libur memakai Jaket/Rompi Pelayanan Prima warna
Hijau atau seragam lain sesuai ketentuan.

c. Menggunakan sepatu dan dilarang memakai sandal jepit ketika memberikan
pelayanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

z
g PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG
& JALAN PPDI JOMPONG BRONDONG-LAMONGAN 62263 JAWA TIMUR
A \_\q’ TELEPON (0322) 663105 FAKSIMILE (0322) 663105

kELAuTANQP LAMAN www.kkp.go.id SUREL ppn.brondong@kkp.go.id
Nomor : B.1939/PPNBR/P1.230/VI11/2025 28 Agustus 2025
Sifat : Biasa
Lampiran -
Hal : Balasan Permohonan Dukungan Pemeriksaan Alat Tangkap

Yth. Kepala Pangkalan PSDKP Benoa
di Tempat

Menindaklanjuti surat Bapak Nomor : B.1880/PSDKPLan.4/TU.210/VIII/2025,
tanggal 27 Agustus 2025 hal Permohonan Dukungan Pemeriksaan Alat Tangkap, maka
kami tugaskan pegawai PPN Brondong yang berkompeten untuk melaksanakan tugas

tersebut dengan data pegawai sebagai berikut :

Nama : Abdul Wahab
NIP : 197808202008111001
Jabatan : Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Mahir

Untuk jadwal pemeriksaan alat tangkap selanjutnya kami menunggu arahan dari Bapak

serta tetap berkoordinasi dengan Satwas PSDKP Lamongan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Brondong,

Nur Alimin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG

JALAN PPDI JOMPONG BRONDONG-LAMONGAN 62263 JAWA TIMUR
TELEPON (0322) 663105 FAKSIMILE (0322) 663105

qlp/"ELAUTANOPe LAMAN www.kkp.go.id SUREL ppn.brondong@kkp.go.id
Nomor . B.1624/PPNBR/KP.510/VI1/2026 18 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan lzin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
di Tempat

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya, Nomor : B- 3867/Un.07/02/D/PP.00.9/06/2026, tanggal 8
Juni 2026 perihal Permohonan Izin Penelitian mahasiswa a.n. Mohammad Akhsanu
Dhonni/NIM. 05040222130, maka bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami
bersedia menerima dan memfasilitasi kegiatan tersebut di Pelabuhan Perikanan
Nusantara Brondong.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Brondong,

Nur Alimin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

% § PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG
) & JALAN PPDI JOMPONG BRONDONG-LAMONGAN 62263 JAWA TIMUR
Wi o* TELEPON (0322) 663105 FAKSIMILE (0322) 663105

LAMAN www.kkp.qgo.id SUREL ppn.brondong@kkp.qgo.id

PENGUMUMAN
NOMOR B.1566/PPNBR/P1.210/V1/2026

TENTANG
PENGATURAN PELAYANAN LAPOR KEDATANGAN KAPAL PERIKANAN
DAN PENERBITAN STBLKK

Dalam rangka mewujudkan ketertiban pengaturan kapal di Kolam Pelabuhan sesuai

amanah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2024

tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan

Perikanan Nusantara Brondong berkomitmen untuk melaksanakan Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang ada khususnya proses penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan

Kapal Perikanan (STBLKK), bersama ini disampaikan kepada seluruh Nahkoda, Pemilik Kapal,

dan Pengurus Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara

Brondong agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Setiap kapal perikanan yang tiba di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Nahkoda
atau pengurus kapal wajib melaksanakan lapor kedatangan dan membawa akun e-PIT
Nahkoda saat kapal baru datang di Pelabuhan;

Nahkoda atau pengurus kapal wajib membawa HP yang terinstall akun e-PIT Nahkoda
untuk pengisian data kedatangan kapal sebagai dasar penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor
Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK);

STBLKK merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam rangka proses
pelayanan kedatangan kapal dan penerbitan rekomendasi bongkar hasil tangkapan dan
wajib ada sebelum kapal melakukan kegiatan bongkar ikan;

STBLKK akan diterbitkan petugas saat Nakhoda/Awak kapal/Pemilik Kapal melapor
kedatangan kapal pertama kali di Pos Lapor Kedatangan Kapal;

Kapal yang telah memenuhi persyaratan dan memperoleh rekomendasi bongkar akan
diberikan Bendera Bongkar sebagai tanda bahwa kapal diperbolehkan melakukan kegiatan
pembongkaran hasil tangkapan di dermaga Pelabuhan;

Kapal yang tidak melaksanakan lapor kedatangan dan/atau tidak dapat menunjukkan
akun e-PIT Nahkoda sehingga STBLKK tidak dapat diterbitkan, tidak akan diberikan
Bendera Bongkar sampai seluruh kewajiban tersebut dipenuhi;

Setiap Nakhoda/Awak kapal Perikanan agar tidak membuang sampah di laut selama operasi
penangkapan ikan dan mengumpulkan sampahnya diwadah tertentu untuk dilaporkan
kepada petugas di Pos Lapor Kedatangan Kapal.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipatuhi bersama.

Lamongan, 09 Juni 2026
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Brondong,

Nur Alimin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
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Nomor  : B.1879/SJ.6/TU.330/V1/2026 8 Juni 2026
Sifat : Segera

Lampiran : Satu Lembar

Hal : Undangan Verifikasi Arsip Statis Kementerian Kelautan dan Perikanan

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka pengajuan penyerahan arsip statis Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), perlu dilakukan
verifikasi arsip oleh tim dari ANRI bersama unit kerja terkait sebagai pencipta arsip.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kepada Saudara untuk
menugaskan pejabat/pegawai yang membidangi/mengelola arsip statis untuk mengikuti

kegiatan verifikasi arsip statis yang akan dilaksanakan pada

hari, tanggal : Kamis, 11 Juni 2026
waktu : pukul 09.00 WIB s.d. selesai
tempat . Ruang Rapat Baronang, Gedung Mina Bahari lll Lantai 1

Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat
acara . Verifikasi Arsip Statis

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Umum,

. Ditandatangani
- Secara Elektronik

Sofiyanto

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Lampiran
Nomor : B.1879/SJ.6/TU.330/V1/2026
Tanggal : 8 Juni 2026

DAFTAR PENERIMA UNDANGAN

l. Arsip Nasional Republik Indonesia
1. Direktur Penyelamatan Arsip
II. Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kepala Biro Umum
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Umum,

d ! . Ditandatangani
¥ - Secara Elektronik

Sofiyanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

Nomor  : B.2405/DJPT.4/P1.310/VI1/2026 22 Juni 2026
Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Sosialisasi Peraturan Menteri KP No. 7 Tahun 2026 tentang

Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

Yth. 1. Para Kepala Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan UPT Daerah
2. Para Syahbandar di Pelabuhan Perikanan

di Tempat

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7
Tahun 2026 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, bersama ini kami
mengundang Saudara untuk hadir pada Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan dimaksud yang akan diselenggarakan pada

hari, tanggal : Rabu, 24 Juni 2026
waktu : 09.00 WIB - selesai
tempat : RR. Quaywall, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan lantai 11

GMB Il dan Daring dengan bergabung pada tautan link zoom:
https://zoom.us/j/975966794597?pwd=DIDAaNKgBo7avjaU7KZ
a3FX28LEDLK.1 Meeting ID: 975 9667 9459; Pascode: KSB

acara : Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7

Tahun 2026 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Agung (+62 812-1919-8008) atau Sdr.
Kirab (+62 813-8634-3807).
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan
terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kepelabuhanan Perikanan,

Imas Masriah
Tembusan:

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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